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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL  

 

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  

1. Pengertianl Tindak Pidanal  

Hukuml pidana Belandal menggunakan istilahl strafbaarfeit. Hukuml 

pidana negaral Anglo Saxonl memakai istilahl offense atauacriminall act untukl 

maksud yangl sama. Mengingat KUHPl Indonesia bersumberl pada WvSl 

Belanda, makal istilah aslinyal pun samal yaitu strafbaarfeitl yang terdiri daril 

tiga unsurl yakni lstraf, baar, danl feit. Strafl berarti hukumanl (pidana), baarl 

berarti dapatl (boleh), sertal feit yangl berarti peristiwal (perbuatan). Tindakl 

pidana berartil suatu perbuatanl yang pelakunyal bisa dikenai hukumanl 

pidana.21 

Tindakl pidanal merupakanl salah satul istilahl untukl menggambarkan 

suatul perbuatanl yangl dapat ldipidana, dalaml bahasal Belanda disebutl sebagail 

lstraftbaarfeit. Istilah lainl yangl pernahl digunakan untukl menggambarkanl 

perbuatanl yang dapatl dipidana adalahl peristiwa lpidana, perbuatan lpidana, 

pelanggaran lpidana, dan perbuatan yangl dapat ldihukum.22 Menurut lSimons, 

strafbaarfeitl ataul tindak pidanal adalahl kelakuanl yang diancaml denganl 

                                                 
21 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, 2009, hlm. 59. 
22 Rubai, Masruchin, Asas-Asas Hukum Pidana, Malang: UM press dan FH UB, 2001, 

hlm. 21. 
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pidanal yang bersifatl melawanl hukuml yang berhubunganl denganl kesalahanl 

orang yangl mampul bertanggungl jawab.23 

Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit dilihat dari definisi 

menurut teori dan definisi positif. Definisil menurut teoril memberikan 

pengertianl strafbaarfeit sebagai suatul pelanggaran terhadapl norma, yangl 

dilakukan karenal kesalahan sil pelanggar danl diancam denganl pidana untukl 

mempertahankan tatal hukum danl menyelamatkan kesejahteraanl umum. 

Sedangkan definisil menurut hukum lpositif, strafbaarfeit diartikan sebagai 

suatul kejadian (feitl) yang olehl peraturan undangl-undang dirumuskanl sebagai 

perbuatanl yang dapatl dihukum.24 

Utrechtl menggunakan istilahl “peristiwa pidana”, menerjemahkan 

istilahl feit secaral harfiah menjadil “peristiwa”. Namun Moeljatnol menolak 

istilahl peristiwa pidanal karena katanyal peristiwa itul adalah pengertian yang 

konkretl yang hanyal menunjuk kepadal suatu kejadianl yang tertentul saja, 

misalnyal matinya lorang. Hukum pidanal tidak melarangl matinya lorang, tetapi 

melarangl adanya orangl mati karenal perbuatan orangl lain.25 Vanl Hamel 

menyatakanl bahwa strafbaarfeitl adalah kelakuanl orang yangl dirumuskan 

dalaml undang-lundang, bersifat melawanl hukum, patutl dipidana danl 

dilakukan denganl kesalahan.26  

                                                 
23 Irfan, M. Nurul, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2011, hlm. 23. 
24 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, 2009, hlm. 59 
25 Hamzah, Andi, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm. 95. 
26 Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99. 
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Tindakl pidana biasanyal juga disinonimkan denganl delik, yangl berasal 

daril bahasa lLatin, yakni ldelictum. Dalam bahasal Jerman disebutl delict, danl 

dalam bahasa Belandal disebut ldelict. Sedangkan Kamus Besarl Bahasa 

Indonesial menggunakan istilahl delik yaitul perbuatan yangl dapat dikenakanl 

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindakl pidana.27 Tindakl 

pidana merupakanl masalah yangl berhubungan eratl dengan lkriminalisasi, 

dapat diartikanl sebagai prosesl penetapan perbuatanl orang yangl semula bukanl 

merupakan tindakl pidana menjadil tindak lpidana, proses penetapanl ini 

merupakanl masalah perumusanl perbuatan-perbuatanl yang beradal di luarl diri 

lseseorang.28  

Berdasarkan tindakl pidana merupakanl pengertian dasarl dalam hukuml 

pidana. Tindakl pidana merupakanl suatu pengertianl yuridis, lainl halnya 

denganl istilah perbuatanl jahat ataul kejahatan. Secaral yuridis lformal, tindak 

kejahatanl merupakan bentukl tingkah lakul yang melanggarl undang-undangl 

pidana. Olehl sebab litu, setiap perbuatanl yang dilarangl oleh undangl-undang 

harusl dihindari danl barang siapal melanggarnya makal akan dikenakanl pidana. 

Jadil larangan-laranganl dan kewajibanl-kewajiban tertentul yang harusl ditaati 

olehl setiap wargal negara wajibl dicantumkan dalaml undang-undangl maupun 

peraturanl-peraturan lpemerintah, baik dil tingkat pusatl maupun ldaerah.  

 

 

                                                 
27 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47. 
28Ariman, Rasyid & Raghib, Fahmi, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 

2016, hlm. 57. 
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2. Tindak Pidana Penyalahgunaanl Narkotika 

Perkataanl narkotika berasall dari perkataanl yunani yaitu narkel yang 

berartil terbius sehinggal tidak merasakanl apa-lapa.29 Namun adal juga yangl 

mengatakan bahwal Narkotika berasall dari katal “narcissus”, sejenisl tumbuh-

tumbuhanl yang mempunyail bunga yang dapatl membuat orangl menjadi tak 

sadar. Pengertian narkotikal adalah zatl atau obatl yang berasall dari tanamanl 

atau bukanl tanaman baikl sintetis yang dapatl mengakibatkan penurunan danl 

perubahan lkesadaran, hilangnya lrasa, mengurangi sampail menghilangnya 

rasal nyeri, danl dapat menimbulkanl ketergantungan, olehl karena itu jikal 

kelompok zatl ini dikonsumsil oleh manusial baik denganl cara dihiup, ldihisap, 

ditelan, ataul disuntikkan makal ia akanl mempengaruhi susunanl syaraf pusat 

(otakl) dan akanl menyebabkan lketergantungan, akibatnya sisteml kerja otakl 

dan fungsil vital organl tubuh lainl seperti ljantung, pernafasan, peredaranl darah 

danl lain-lainl akan berubahl meningkat padal saat dikonsumsi danl akan 

menurunl pada saatl tidak ldikonsumsi.30 

Menurutl Undang-Undangl Nomor 35 Tahunl 2009 tentangl Narkotika, 

dalaml Pasal 1l angka 1l menyebutkan lbahwa: 

Narkotikal adalah zatl atau obatl yang berasall dari tanamanl atau bukanl 
tanaman, baikl sintetis maupunl semisintetis, yangl dapat menyebabkanl 
penurunan ataul perubahan lkesadaran, hilangnya lrasa, mengurangi sampail 
menghilangkan rasal nyeri, danl dapat menimbulkanl ketergantungan, yangl 
dibedakan kedalam golonganl-golongan. 

                                                 
29Adjie, Bayu Soelistyo, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh 

Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017, 
hlm. 9. 

30Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, 
hlm. 71. 
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Tindakl pidana narkotikal diatur dalaml Bab XVl Pasal 111l sampai 

denganl Pasal 148l Undang-Undangl Nomor 35l Tahun 2009l tentang Narkotika 

yang merupakanl ketentuan lkhusus, walaupun tidakl disebutkan denganl tegas 

dalaml undang-undangl tersebut. Tindak pidanal yang diaturl di dalamnyal 

adalah tindakl kejahatan, akanl tetapi tidakl perlu disaksikan lagil bahwa semual 

tindak pidanal di dalaml undang-undangl tersebut merupakanl kejahatan. 

lAlasannya, kalau narkotikal hanya untukl pengobatan danl kepentingan ilmul 

pengetahuan, makal apabila adal perbuatan diluarl kepentingan tersebutl sudah 

merupakanl kejahatan mengigat besarnyal akibat yangl ditimbulkan daril 

pemakaian narkotikal secara tidakl sah sangatl membahayakan bagil jiwa 

lmanusia.31 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa: 

(1) Setiapl Penyalah lGuna:  
a. Narkotikal Golongan Il bagi diril sendiri dipidanal dengan pidanal 

penjara palingl lama 4l (empat) ltahun.  
b. Narkotikal Golongan IIl bagi diril sendiri dipidanal dengan pidanal 

penjara palingl lama 2l (dua) ltahun. 
c. Narkotikal Golongan IIIl bagi diril sendiri dipidanal dengan pidanal 

dengan pidana penjara palingl lama 1l (satu) ltahun. 
(2) Dalaml hal memutus perkaral sebagaimana dimaksudl pada ayatl 1, hakiml 

wajib memperhatikanl ketentuan sebagaimanal dimaksud padal ayat l1, 
hakim wajibl memperhatikan ketentuanl Pasal l54, 55, dan l103. 

(3) Dalaml hal Penyalahl Guna sebagaimanal dimaksud padal ayat 1l dapat 
dibuktikanl atau terbuktil sebagai korbanl penyalahgunaan lnarkotika, 
penyalah gunal tersebut wajibl menjalani rehabilitasil medis danl rehabilitasi 
lsosial. 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotikal di dalam pasal-pasall 

maupunl penjelasan Undangl-Undang Nomorl 35 Tahunl 2009 tentangl 

                                                 
31Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 57. 
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Narkotika, tidakl disebutkan pengertiannya secaral eksplisit. Namun dalam 

pertimbangan atau pengantar undang-undang tersebut disebutkanl bahwa 

lmengimpor, mengekspor, lmemproduksi, menanam, lmenyimpan, 

mengedarkan, danl/atau menggunakanl narkotika tanpal pengendalian danl 

pengawasan yangl ketat danl seksama sertal bertentangan denganl peraturan 

perundangl-undangan merupakanl tindak pidanal narkotika. Tindakl pidana 

penyalahgunaanl narkotika sangatl merugikan danl merupakan bahayal yang 

sangatl besar bagil kehidupan lmanusia, masyarakat, lbangsa, dan negaral serta 

ketahananl nasional lIndonesia. 

3. Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Pengertianl tindak pidanal penyalahgunaan narkotikal ini kemudianl 

diatur lebihl terperinci lagil dalam Pasall 111 hinggal 126 Undangl-Undang 

Nomorl 35 tahunl 2009 tentangl Narkotika. Sepertil yang telahl diterangkan dil 

atas macaml-macam tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika, secaral 

terperinci dalaml Pasal 111l hingga Pasall 126 Undangl-Undang Nomorl 35 

Tahunl 2009 tentang Narkotika, adalahl sebagai lberikut: 

a. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml bentuk tanamanl (Pasal).  

b. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml hal lmemiliki, 

menyimpan, menguasail atau menyediakanl narkotika Golonganl I bukanl 

tanaman tanpal hak ataul melawan hukuml (Pasal 112l).  

c. Tentangl tindak pidanal penyalahgunaan narkotikal dalam hall 

memproduksi, lmengimpor, mengekspor, ataul menyalurkan narkotikal 

Golongan Il tanpa hakl atau melawanl hukum (Pasall 113). 
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d. Tindakl pidana penyalahgunaaanl narkotika dalaml hal memperdagangkanl 

narkotika Golonganl I (Pasall 114). 

e. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml hal pengirimanl dan 

pengangkutanl (Pasal 115l). 

f. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika yangl melibatkan orangl lain baikl 

menggunakan narkotikal terhadap orangl lain ataupunl memberikan 

narkotikal Golongan Il untuk digunakanl orang lainl (Pasal 116l). 

g. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika Golonganl I (Pasall 111-116) dan 

Golongan II (Pasall 117- 121). 

h. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika yangl dikategorikan dalaml hal 

lmemiliki, menyimpan, menguasail atau menyediakanl narkotika Golonganl 

II tanpal hak ataul melawan hukuml (Pasal 117l).  

i. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml hal lmemproduksi, 

mengimpor, lmengekspor, atau menyalurkanl narkotika Golonganl II tanpal 

hak ataul melawan hukuml (Pasal 118l). 

j. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika yangl dapat dikategorikanl 

sebagai perdaganganl atau juall beli (Pasall 119). 

k. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml hal lmembawa, mengirim, 

lmengangkut, atau mentransitol narkotika Golonganl II (Pasall 120) 

l. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml hal menggunakanl 

narkotika ataul memberikan narkotikal Golongan IIl untuk orangl lain        

(Pasall 121). 

m. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika Golonganl III (Pasall 122). 
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n. Tindakl pidana penyalahgunaanl  narkotika dalaml hal lmemproduksi, 

mengimpor, mengeksporl atau menyalurkanl narkotika Golonganl III      

(Pasall 123) 

o. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml hal memperjuall belikan 

ataul memperdagangkan narkotikal Golongan IIIl tanpa hakl atau melawanl 

hukum (Pasall 124).  

p. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika yangl dapat dikaegorikanl 

pengiriman danl pengangkutan narkotikal Golongan IIIl tanpa hakl atau 

melawanl hukum (Pasall 125). 

q. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika dalaml hal menggunakanl atau 

memberikanl narkotika Golongan III untukl digunakan orangl lain tanpal 

hak ataul melawan hukuml (Pasal 126). 

r. Tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika yangl dilakukan olehl pelakunya. 

Namunl pasal-pasall selanjutnya jugal diatur macaml-macam tindakl pidana 

yangl ada kaitannyal dengan tindakl pidana penyalahgunaanl narkotika 

(Pasall 111-126).  

Tindakl pidana yangl berkaitan denganl penyalahgunaan prekusorl 

narkotika sebagail berikut: 

a. lmemiliki, menyimpan, lmenguasai, atau menyediakanl prekursor narkotikal 

untuk pembuatanl narkotika; 

b. lmemproduksi, mengimpor, lmengekspor, atau menyalurkanl precursor 

narkotika untukl pembuatan lnarkotika;  
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c. menawarkanl untuk ldijual, menjual, lmembeli, menerima, menjadil 

perantara dalaml jual lbeli, menukar, ataul menyerahkan precursorl narkotika 

untukl pembuatan lnarkotika; 

d. lmembawa, mengirim, lmengangkut, atau mentransitol precursor narkotika 

untukl pembuatan narkotikal (Pasal 129l) 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 111 hingga Pasal 129 dilakukan orang perorangan juga bisa 

dilakukan korporasi (Pasal 130). Sedangkanl tindak pidanal yang terkaitl 

penyalahgunaan narkotikal yaitu orangl yang denganl sengaja tidakl melaporkan 

adanyal tindak pidanal penyalahgunaan narkotikal atau prekusorl narkotika, 

percobaanl atau permufakatanl jahat untukl melakukan tindakl pidana 

penyalahgunaanl narkotika danl precursor narkotika danl tindak pidanal 

penyalahgunaan narkotikal dan precursor narkotikal secara terorganisasil (Pasal 

131 dan Pasall 132). 

Pasal-pasal selanjutnyal mengatur tindakl pidana yangl terkait denganl 

penyalahgunaan narkotikal dan prekusorl narkotika, antara lain:  

a. Setiapl orang yangl menyuruh, memberil atau menjanjikanl sesuatu, 

memberikanl kesempatan, lmenganjurkan, memberikan lkemudahan, 

memaksa denganl ancaman, memaksal dengan lkekerasan, melakukan tipul 

muslihat, ataul membujuk anakl yang beluml cukup umurl untuk melakukanl 

tindak pidanal (Pasal 133). 

b. Pecandul narkotika yangl sudah cukupl umur danl dengan sengajal tidak 

melaporkanl diri (Pasal 134 ayat (1)). 



 

 

27

c. Keluargal dari Pecandul Narkotika sebagaimanal dimaksud padal Pasal 134l 

ayat (1l) yang denganl sengaja tidakl melaporkan Pecandul Narkotika (Pasall 

134 ayat (1)). 

d. Pengurusl Industri Farmasil yang tidakl melaksanakan kewajibanl 

sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 45 (Pasall 135).  

e. lMenempatkan, membayarkan ataul membelanjakan, lmenitipkan, 

menukarkan, menyembunyikanl atau lmenyamarkan, menginvestasikan, 

lmenyimpan, menghibahkan, lmewariskan, dan/ataul mentransfer luang, 

harta, danl benda ataul aset baikl dalam bentukl benda bergerakl maupun 

tidakl bergerak, berwujudl atau tidakl berwujud yangl berasal daril tindak 

pidanal Narkotika danl/atau tindakl pidana prekursorl narkotika (Pasall 137          

hurufl (a)). 

f. Menerimal penempatan, pembayaranl atau lpembelanjaan, penitipan, 

lpenukaran, penyembunyian ataul penyamaran linvestasi, simpanan ataul 

transfer, lhibah, waris, hartal atau luang, benda ataul aset baikl dalam bentukl 

benda bergerakl maupun tidakl bergerak, berwujudl atau tidakl berwujud 

yangl diketahuinya berasall dari tindakl pidana Narkotikal dan/ataul tindak 

pidanal Prekursor Narkotikal (Pasal 137l huruf (b)). 

g. Setiapl orang yangl menghalang-halangil atau mempersulitl penyidikan sertal 

penuntutan danl pemeriksaan perkaral tindak pidanal Narkotika danl/atau 

tindakl pidana prekursorl narkotika dil muka sidangl pengadilan (Pasall 137). 
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h. Nakhodal atau kaptenl penerbang yangl secara melawanl hukum tidakl 

melaksanakan ketentuanl sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 27 ataul 

Pasal 28l (Pasal 139l). 

i. Penyidikl pegawai negeril sipil yangl secara melawanl hukum tidakl 

melaksanakan ketentuanl sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 88 danl Pasal 

89l (Pasal 140). 

j. Penyidikl Kepolisian Negaral Republik Indonesial dan penyidikl BNN yangl 

tidak melaksanakanl ketentuan sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal l87, 

Pasal l89, Pasal l90, Pasal 91l ayat (2l) dan ayatl (3), danl Pasal 92l ayat (1l), 

ayat (2l), ayat (3l), dan ayatl (4) dikenail pidana sebagaimanal dimaksud 

padal ayat (1l) (Pasal 140 ayat (2)). 

k. Kepalal kejaksaan negeril yang secaral melawan hukuml tidak 

melaksanakanl ketentuan sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 91l ayat (1l) 

(Pasal 141). 

l. Petugasl laboratorium yangl memalsukan hasill pengujian ataul secara 

melawanl hukum tidakl melaksanakan kewajibanl melaporkan hasill 

pengujiannya kepadal penyidik ataul penuntut umuml (Pasal 142). 

m. Saksil yang memberil keterangan tidakl benar dalaml pemeriksaan perkaral 

tindak pidanal Narkotika danl Prekursor Narkotikal di mukal siding 

pengadilanl (Pasal 143) 

n. Setiapl orang yangl dalam jangkal waktu 3l (tiga) tahunl melakukan 

pengulanganl tindak pidanal (Pasal 144). 
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o. Setiapl orang yangl melakukan tindakl pidana Narkotikal dan/ataul tindak 

pidanal Prekursor lNarkotika, Pasal l125, Pasal l126, Pasal 127l ayat (1l), 

Pasal 128l ayat (1l), dan Pasall 129 dil luar wilayahl Negara Republikl 

Indonesia diberlakukanl juga ketentuanl Undang-Undangl ini (Pasal 145). 

p. Terhadapl warga negaral asing yangl melakukan tindakl pidana Narkotikal 

dan/ataul tindak pidanal Prekursor Narkotikal dan telahl menjalani 

pidananyal sebagaimana diaturl dalam Undangl-Undang lini, dilakukan 

pengusiranl keluar wilayahl Negara Republikl Indonesia (Pasal 146 ayat (1). 

q. Wargal Negara Asingl yang telahl diusir sebagaimanal dimaksud padal ayat 

(1l) dilarang masukl kembali kel wilayah Negaral Republik Indonesial (Pasal 

146 ayat (2). 

r. Wargal Negara Asingl yang pernahl melakukan tindakl pidana Narkotikal 

dan/ataul tindak pidanal prekursor narkotikal di luarl negeri, dilarangl 

memasuki wilayahl Negara Republikl Indonesia (Pasall 146 ayat (3).  

Selainl itu diaturl juga tindakl pidana yangl terkait denganl 

penyalahgunaan narkotikal yang dilakukanl oleh pemimpinl rumah lsakit, 

pimpinan lembagal ilmu lpengetahuan, pimpinan Industril Farmasi danl 

pimpinan pedagangl besar farmasil sebagaimana diaturl Pasal 147l Undang-

Undangl Narkotika yangl menyebutkan: 

a. Pimpinanl rumah lsakit, pusat kesehatanl masyarakat, balail pengobatan, 

saranal penyimpanan sediaanl farmasi milikl pemerintah, danl apotek yangl 

mengedarkan Narkotikal Golongan IIl dan IIIl bukan untukl kepentingan 

pelayananl kesehatan; 
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b. Pimpinanl lembaga ilmul pengetahuan yangl menanam, lmembeli, 

menyimpan, ataul menguasai tanamanl Narkotika bukanl untuk kepentinganl 

pengembangan ilmul pengetahuan; 

c. Pimpinanl Industri Farmasil tertentu yangl memproduksi Narkotikal 

Golongan Il bukan untukl kepentingan pengembanganl ilmu lpengetahuan; 

atau 

d. Pimpinanl pedagang besarl farmasi yangl mengedarkan Narkotikal 

Golongan Il yang bukanl untuk kepentinganl pengembangan ilmul 

pengetahuan ataul mengedarkan Narkotikal Golongan IIl dan IIIl bukan 

untukl kepentingan pelayananl kesehatan danl/atau bukanl untuk 

kepentinganl pengembangan ilmul pengetahuan. 

B. Tinjauan Umum tentang Tembakau Sintetis 

1. Pengertianl Tembakau Sintetis 

Penyalahgunaanl narkotika merupakanl suatu hall yang urgenl atau 

pentingl dan lkompleks. Penyalahgunaan narkotikal tidak menggambarkanl 

persoalan yangl sederhana danl mudah ldiatasi. Belakangan inil dunia 

dihebohkanl dengan munculnyal narkotika jenisl baru yangl disebut denganl 

tembakau sintetis atau tembakau gorillal yang sangatl menghebohkan ldunia.  

Tembakau sintetis atau yang sering disebut ganjal sintetis adalahl istilah 

yangl diberikan padal tembakau yangl disemprotkan denganl sejenis bahanl 

kimia yangl memiliki efekl psikoaktif sepertil kandungan lganja. Harus 

dipahamil dengan benarl bahwa tembakau sintetisl bukanlah lganja. Tembakau 

sintetis samal sekali tidakl terbuat daril ganja ataul bahan-bahanl yang 
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bercampurl dengan lganja. Munculnya tembakau sintetisl adalah sebuahl 

fenomena dil Indonesia karenal Undang-Undang No. 35l Tahun 2009l tentang 

Narkotika yang melarangl penggunaan danl kepemilikan lganja, namun tidakl 

berhasil menurunkanl permintaan masyarakatl akan efekl yang diberikanl 

ganja.32  

Tembakau sintetisl adalah alternatifl yang lberbahaya, terutama bagil 

kesehatan. Hall ini karenal konsumen tidakl tahu zatl apa yangl disemprotkan 

(ataul direndam) denganl tembakau ltersebut. Banyak keluhanl dari konsumenl 

ganja sintetisl bahwa konsumsil dalam jangkal panjang mengakibatkanl tremor, 

meningkatnyal tekanan darahl secara tibal-tiba, mendadakl demam, seranganl 

psikotik, sertal berbagai masalahl kesehatan lainl yang bisal berujung padal 

kematian.  

Tembakau sintetisl atau juga sering disebut tembakau gorilla hanyalah 

sejenis tanaman herbal biasa yang disemprotkan cairan kimia narkotika 

buatan. Dinamakan tembakau gorilla karena kebanyakan penggunanya 

menceritakan bahwa sensasi yang dirasakan saat menggunakan sinte ini 

adalah perasaan “ngefly” seperti tertimpa gorilla. Tembakau gorilla biasanya 

digunakan dengan cara dicampur denganl tembakau lrokok, kemudian dilintingl 

dan dibakar seperti menggunakanl ganja, lalu ldiisap. Tembakau gorilla ini juga 

punya banyak nama diantaranya Hanoman, Natareja, dan Sun Go Kong.33 

                                                 
32 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Fenomena Ganja Sintetis, Online: https://lbh 

masyarakat.org/wp-content/uploads/2016/01/280116_Policy-Brief-Fenomena-Ganja-Sintetis_LBH 
-Masyarakat-1.pdf, Online: Sabtu, 10 Juli 2022, pukul 09:44 WIB. 

33 Puspitasari, Ratna, Mengenal Sinte, https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/, Online: 
Sabtu, 10 Juli 2022, pukul 09:52 WIB. 
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Produsen tembakau sintetis menyamarkan narkotika dalam bentuk 

tembakau sintetis untuk mengelabui konsumennya, sehingga pengguna 

mengira bahwa produk narkotika tersebut adalah alami dan tidak terlalu 

berbahaya. Orang akan mengira bahwa ganja sintetis hanya seperti obat herbal 

biasa. Cara ini dilakukan untuk menghindari jeratan hukum karena struktur 

kimia yang berubah-ubah pada ganja sintetis belum tergolong narkotika. 

Tembakau sintetis tergolong narkotika jenis baru atau New 

Psychoactive Substance (NPS). NPS adalah zat psikoaktif barul yang beredarl 

dan beluml diatur dalaml undang-lundang, dibuat untuk menghasilkan efek 

yang sama dengan zat narkotika yang sudah ada. Sejak tahun 2017, BNN 

sudah mencatat  sedikitnya  terdapat 46 jenis narkotika baru yang 

mengandung ganja 

sintetis dan telah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam peraturan ini, 

ganja sintetis masuk dalam narkotika golongan I.34 

Mencermati uraian di atas dapat diketahui bahwa tembakau sintetis 

merupakanl ramuan herball yang disemprotkanl dengan sejenisl bahan kimial 

sintetis yang hasilnyal akan menyerupail efek daril jenis lganja, apabila 

dikonsumsil akan mengakibatkanl efek berbahayal bagi kesehatanl tubuh, sertal 

dapat mengancaml nyawa lmanusia. Masyarakat biasanyal mengenal denganl 

nama tembakau gorilla atau ganjal sintetis, namunl narkoba jenisl ini memilikil 

                                                 
34 Ibid. 
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nama lainl sendiri antaral lain lHanoman, Ganesha, lThunderbear, Cap lBadak, 

hingga Capl Gorilla yangl saat inil paling lterkenal. 

2. Efek bagi Penyalahguna Tembakau Sintetis 

Tembakaul sintetis ataul tembakau gorilla merupakan campuranl dari 

bahanl kimia industril yang kemudianl disalahgunakan denganl menjualnya 

secaral illegal misalnyal dengan menyemprotkanl ke daunl tembakau keringl 

atau potonganl rumput, kemudianl dijual dengan hargal yang lebihl murah 

daripadal ganja lalami.35 Para penyalahgunal mengkonsumsi tembakau sintetisl 

menggunakan lintinganl rokok. Tembakau sintetis merupakanl salah satul jenis 

narkoba berbahaya bagi tubuh penyalahgunaannya.  

Bahanl-bahan yangl terdapat dalaml tembakau sintetisl diantaranya yaitu 

Tetrahydrocannabinol (THCl). THC adalah senyawa proaktif alamil yang jugal 

berada dil dalam tanamanl cannabis lsativa. Selain itul tembakau sintetis 

mengandung senyawal kimia sintetikl lainnya yangl sangat lberbahaya. Efek 

tembakau sintetis memiliki efekl yang lebihl kuat daripadal ganja lalami. Hal ini 

terjadil karena efekl THC padal zat kimial sintetis memilikil ratusan kalil lebih 

kuatl dibandingkan THCl pada ganjal alami.  

THC dan beberapa senyawa lainnya yang terkandung dalam tembakau 

sintetis memilikil efek euphorial sebagai hasill dari pengikatanl sistem reseptor 

CBI (cannabinoid) dil dalam lotak. Namun jikal melihat efekl lainnya, 

tembakaul sintetis memilikil daya rusakl sangat kuatl dibandingkan ganjal asli 

                                                 
35 Ditresnarkoba, Kepolisian Daerah Maluku, Mengenal Lebih Jauh Mengenai Tembakau 

Sintetis atau Lebih Dikenal dengan Sinte, https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/menge 
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meskipunl dosis yangl digunakan sangatl rendah. Beberapal efek yangl dapat 

dirakan ketikal mengkonsumsi tembakau sintetis, diantaranya ladalah: 

a. Nyeril dada 

b. Pusingl  

c. Muall dan muntahl 

d. Kerusakanl ginjal  

e. Penglihatanl menghitam danl kabur  

f. Sakitl kepala  

g. Ngilul 

h. Kejangl  

i. Anggotal tubuh mengalamil kedutan 

j. Kebingunganl 

k. Pembesaranl pupil  

l. Turunnyal kadar kaliuml di dalaml darah 

m. Meningkatkanl glukosa.36 

Selainl gelaja tersebut di atas, penyalahgunaan tembakau sintetis juga 

dapat dirasakanl dari segil psikis, antara lain mudahl marah (emosil tidak 

terkontroll), mengantuk, halusinasi, lpsikosis. Sedangkan resiko penyakitl yang 

didapatkanl jika mengkonsumsi tembakau sintetis sangatl banyak dapat 

                                                                                                                                      
nal-lebih-jauh-mengenai-tembakau-sintetis-atau-lebih-dikenal-dengan-sinte, Online: Sabtu, 10 Juli 
2022, pukul 10:18 WIB. 

36 Ditresnarkoba, Kepolisian Daerah Maluku, Mengenal Lebih Jauh Mengenai Tembakau 
Sintetis atau Lebih Dikenal dengan Sinte, https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/menge 
nal-lebih-jauh-mengenai-tembakau-sintetis-atau-lebih-dikenal-dengan-sinte, Online: Sabtu, 10 Juli 
2022, pukul 10:18 WIB. 
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berbahayal bagi ltubuh, antara lain sesak lnapas, serangan ljantung, stroke, gagall 

jantung lakut, darah ltinggi, dan kematian.37  

Kebanyakan pengguna ganja sintetis menyatakan bahwa efek yang 

mereka rasakan saat menggunakan sinte hampir mirip seperti menggunakan 

ganja. Mereka mengalami perubahan kesadaran dan merasa terlepas dari 

kenyataan atau “ngefly”. Ada juga yang mengalami gejala psikosis (gangguan 

mental) berupa pemikiran delusi, dimana tidak dapat membedakan antara 

kenyataan dan imajinasi serta keyakinan yang kuat terhadap imajinasi 

tersebut. Sedangkan efek kesehatan lainnya adalah gejala detak jantung 

meningkat, mual dan muntah hebat, merasa cemas, berhalusinasi, merasa 

bingung, berperilaku kasar atau kekerasan, dan pikiran untuk bunuh diri.38 

 

Selain efeknya yang berbahaya bagi kesehatan, sinte juga dapat 

menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Pengguna yang telah kecanduan 

sinte akan mengalami gejala penarikan diri jika ia berusaha ingin berhenti 

mengkonsumsi sinte atau biasa dikenal dengan istilah sakau. Gejala penarikan 

diri yang dialaminya di antaranya adalah sakit kepala, depresi, cemas, dan 

lekas marah. Over dosis juga dapat terjadi jika terlalu berlebihan dalam 

penggunaan sinte. Gejala yang dialami dapat lebih berbahaya lagi bahkan 

secara ekstrem sampai pada kematian. Over dosis dapat menyebabkan reaksi 

racun pada tubuh, yang mana tekanan darah menjadi tinggi sehingga suplai 

darah berkurang, lalu mengalami kejang, kerusakan pada ginjal dan jantung. 

                                                 
37 Ibid. 
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Akan lebih berbahaya lagi jika terdapat juga bahan kimia lain yang 

dicampurkan dalam tembakau sintetis dan tidak diketahui oleh penggunanya. 

Dampak-dampak berbahaya dari penggunaan tembakau sintetis atau 

tembakau gorilla yang mungkin tidak banyak diketahui dan disadari dari 

penggunanya. Kebanyakan dari kalangan pemuda dan remaja yang 

menggunakan tembakau sintetis mungkin mengira bahwa penggunaannya 

tidaklah terlalu berbahaya dibandingkan narkotika jenis lain yang sudah ada. 

Namun nyatanya efek sinte pada tubuh justru lebih kuat daripada ganja. Efek-

efek berbahaya yang ditimbulkan sinte inilah yang menjadikan sinte termasuk 

dalam narkotika. Efeknya tak jauh berbeda dengan efek narkotika jenis 

lainnya, yang pada dasarnya langsung bekerja pada sistem saraf pusat atau 

otak manusia. Inilah yang mendasari mengapa penggunaan sinte perlu 

dilarang dan diberantas. 

C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika 

1. Gambaran Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan 

peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang disahkanl 

pada tanggall 12 Oktoberl 2009 dil Jakarta olehl Presiden Hajil Susilo Bambangl 

Yudhoyono. Undang-undang ini diundangkanl Menkumham Andil Mattalatta 

padal tanggal 12l Oktober 2009l di lJakarta. Agar setiapl orang lmengetahuinya, 

undang-undangl ini ditempatkanl dalam Lembaranl Negara Republikl Indonesia 

                                                                                                                                      
38 Puspitasari, Ratna, Mengenal Sinte, https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/, Online: 
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Tahunl 2009 Nomor 143. Penjelasan undang-undang ditempatkanl pada 

Tambahanl Lembaran Negaral Republik Indonesial Nomor l5062. 

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yaitu dengan pertimbangan, antara lain: 

a. untukl mewujudkan masyarakatl Indonesia yangl sejahtera, adill dan 

makmurl yang meratal materiil danl spiritual berdasarkanl Pancasila danl 

Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun l1945, kualitas 

sumberl daya manusial Indonesia sebagail salah satul modal pembangunanl 

nasional perlul dipelihara danl ditingkatkan secaral terus-lmenerus, termasuk 

derajatl kesehatannya; 

b. untukl meningkatkan derajatl kesehatan sumberl daya manusial Indonesia 

dalaml rangka mewujudkanl kesejahteraan rakyatl perlu dilakukanl upaya 

peningkatanl di bidangl pengobatan danl pelayanan lkesehatan, antara lainl 

dengan mengusahakanl ketersediaan Narkotikal jenis tertentul yang sangatl 

dibutuhkan sebagail obat sertal melakukan pencegahanl dan pemberantasanl 

bahaya penyalahgunaanl dan peredaranl gelap Narkotikal dan Prekursorl 

Narkotika; 

c. Narkotikal di satul sisi merupakanl obat ataul bahan yangl bermanfaat dil 

bidang pengobatanl atau pelayananl kesehatan danl pengembangan ilmul 

pengetahuan danl di sisil lain dapatl pula menimbulkanl ketergantungan 

yangl sangat merugikanl apabila disalahgunakanl atau digunakanl tanpa 

pengendalianl dan pengawasanl yang ketatl dan lsaksama; 

                                                                                                                                      
Sabtu, 10 Juli 2022, pukul 09:52 WIB. 
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d. lmengimpor, mengekspor, lmemproduksi, menanam, lmenyimpan, 

mengedarkan, danl/atau menggunakanl Narkotika tanpal pengendalian danl 

pengawasan yangl ketat danl saksama sertal bertentangan denganl peraturan 

perundangl-undangan merupakanl tindak pidanal narkotika karenal sangat 

merugikanl dan merupakanl bahaya sangatl besar bagil kehidupan lmanusia, 

masyarakat, lbangsa, dan negaral serta ketahananl nasional lIndonesia; 

e. tindakl pidana Narkotikal telah bersifatl transnasional yangl dilakukan 

denganl menggunakan modusl operandi yangl tinggi, teknologil canggih, 

didukungl oleh jaringanl organisasi yangl luas, danl sudah banyakl 

menimbulkan lkorban, terutama dil kalangan generasil muda bangsal yang 

sangatl membahayakan kehidupanl masyarakat, lbangsa, dan negaral 

sehingga Undangl-Undang Nomorl 22 Tahunl 1997 tentangl Narkotika 

sudahl tidak sesuail lagi denganl perkembangan situasil dan kondisil yang 

berkembangl untuk menanggulangil dan memberantasl tindak pidanal 

tersebut. 

Berdasarkanl pertimbangan sebagaimanal dimaksud dalaml huruf la, 

huruf lb, huruf lc, huruf ld, dan hurufl e, maka terbentuklah Undangl-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai dasar hukum: 

a. Pasal 5l ayat (1l) dan Pasall 20 Undangl-Undang Dasarl Negara Republikl 

Indonesia Tahunl 1945; 

b. Undangl-Undang Nomorl 8 Tahunl 1976 tentangl Pengesahan Konvensil 

Tunggal Narkotikal 1961 besertal Protokol Tahunl 1972 yangl 
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Mengubahnya (Lembaranl Negara Republikl Indonesia Tahunl 1976 Nomorl 

36, Tambahanl Lembaran Negaral Republik Indonesial Nomor l3085); 

c. Undangl-Undang Nomorl 7 Tahunl 1997 tentangl Pengesahan Unitedl 

Nations Conventionl Against Illicitl Traffic inl Narcotic Drugsl and 

Psychotropicl Substances, 1988l (Konvensi Perserikatanl Bangsa-Bangsal 

tentang Pemberantasanl Peredaran Gelapl Narkotika danl Psikotropika, 

1988l) (Lembaran Negaral Republik Indonesial Tahun 1997l Nomor l17, 

Tambahan Lembaranl Negara Republikl Indonesia Nomorl 3673). 

 Narkotikal merupakan zatl atau obatl yang sangatl bermanfaat danl 

diperlukan untukl pengobatan penyakitl tertentu. lNamun, jika disalahgunakanl 

atau digunakanl tidak sesuail dengan standarl pengobatan dapatl menimbulkan 

akibatl yang sangatl merugikan bagil perseorangan ataul masyarakat khususnyal 

generasi lmuda. Hal inil akan lebihl merugikan jikal disertai denganl 

penyalahgunaan danl peredaran gelapl Narkotika yangl dapat mengakibatkanl 

bahaya yangl lebih besarl bagi kehidupanl dan nilail-nilai budayal bangsa yangl 

pada akhirnyal akan dapatl melemahkan ketahananl nasional. 

Undangl-Undang Nomorl 22 Tahunl 1997 tentangl Narkotika mengaturl 

upaya pemberantasanl terhadap tindakl pidana Narkotikal melalui ancamanl 

pidana ldenda, pidana lpenjara, pidana seumurl hidup, danl pidana lmati. 

Undang-undangl ini juga mengatur mengenail pemanfaatan Narkotikal untuk 

kepentinganl pengobatan danl kesehatan sertal mengatur tentangl rehabilitasi 

medisl dan lsosial. Namun, dalaml kenyataannya tindakl pidana Narkotikal di 

dalaml masyarakat menunjukkanl kecenderungan yangl semakin meningkatl 
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baik secaral kuantitatif maupunl kualitatif denganl korban yangl meluas, 

terutamal di kalanganl anak-lanak, remaja, danl generasi mudal pada lumumnya. 

Berlakunya Undang-Undangl Nomor 35 Tahun 2009l tentang Narkotikal 

mencabut: 

a. Undangl-Undang Nomorl 5 tahunl 1997 tentangl Psikotropika (Lembaranl 

Negara Republikl Indonesia Tahunl 1997 Nomorl 10, Tambahanl Lembaran 

Negaral Republik Indonesial Nomor l3671); 

b. Undangl-Undang Nomorl 22 Tahunl 1997 tentangl Narkotika (Lembaranl 

Negara Republikl Indonesia Tahunl 1997 Nomorl 67, Tambahanl Lembaran 

Negaral Republik Indonesial Nomor 3698l); dan 

c. Lampiranl mengenai jenisl Psikotropika Golonganl I danl Golongan IIl 

sebagaimana tercantuml dalam Lampiranl Undang-Undangl Nomor 5l 

Tahun 1997l tentang Psikotropikal (Lembaran Negaral Republik Indonesial 

Tahun 1997l Nomor l10, Tambahan Lembaranl Negara Republikl Indonesia 

Nomorl 3671) yangl telah dipindahkanl menjadi Narkotikal Golongan Il 

menurut Undangl-Undang lini. 

 

Tindak pidana narkotika tidak lagil dilakukan secaral perseorangan, 

melainkanl melibatkan banyakl orang yangl secara bersamal-sama, bahkanl 

merupakan satul sindikat yangl terorganisasi denganl jaringan yangl luas yangl 

bekerja secaral rapi danl sangat rahasial baik dil tingkat nasionalmaupunl 

internasional. Berdasarkanl hal tersebutl guna peningkatanl upaya pencegahanl 

dan pemberantasanl tindak pidanal Narkotika perlul dilakukan pembaruanl 



 

 

41

terhadap Undangl-Undang Nomorl 22 Tahunl 1997 tentangl Narkotika. Hall ini 

jugal untuk mencegahl adanya kecenderunganl yang semakinl meningkat baikl 

secara kuantitatifl maupun kualitatifl dengan korbanl yang lmeluas, terutama dil 

kalangan anakl-anak, lremaja, dan generasil muda padal umumnya. 

2. Kebijakan Penal Undangl-Undang lNo. 35 Tahunl 2009 tentangl Narkotika  

Kebijakanl penal yangl penting dalaml ketentuan padal Undangl-Undang 

lNo. 35 Tahunl 2009l tentangl Narkotika lyaitu: 

a. Untukl melindungil masyarakatl dari bahayanya penyalahgunaanl narkotika 

dan mencegahl serta memberantasl peredaran gelapl narkotika, diaturl 

mengenai prekursorl Narkotika merupakanl zat ataul bahan pemulal atau 

bahanl kimia yangl dapat digunakanl dalam pembuatanl narkotika. Dalaml 

undangundang ini telah dilampirkanl mengenai prekursorl Narkotika 

denganl melakukan penggolonganl terhadap jenis-jenis Prekursorl 

Narkotika. 

b. Diaturl pula mengenail sanksi pidananya bagil para penyalahguna Prekursor 

Narkotikal untuk pembuatanl Narkotika. Untukl menimbulkan efekl jera 

terhadapl para pelaku penyalahgunaanl dan peredaranl gelap narkotikal dan 

Prekursorl Narkotika, diaturl mengenai pemberatanl sanksi lpidana, baik 

dalaml bentuk pidanal minimum lkhusus, pidana penjaral 20 ltahun, pidana 

penjaral seumur lhidup, maupun pidanal mati. Pemberatanl pidana tersebutl  

harus dilaklukan dengan mendasarkanl pada lgolongan, jenis, ukuranl dan 

jumlahl Narkotika. 
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c. Untukl lebih mengefektifkanl pencegahan danl pemberantasan 

penyalahgunaanl dan peredaranl gelap Narkotikal dan Prekursorl Narkotika, 

diaturl mengenai penguatanl kelembagaan yangl sudah adal yaitu Badanl 

Narkotika Nasionall (BNN). BNNl tersebut didasarkanl pada Peraturanl 

Presiden No. 83l/2007 Tentang B adan Narkotikal Nasional, Badanl 

Narkotika Nasional lProvinsi, dan Badanl Narkotika Nasional 

Kabupatenl/Kota. Dalaml Undang-undangl ini, BNNl tersebut ditingkatkanl 

menjadi Lembagal Pemerintah Non Kementerian (LKPN) danl diperkuat 

kewenangannyal untuk melakukanl penyidikan. BNNl berkedudukan 

dibawah Presidenl dan bertanggungl jawab kepadal Presiden. Selainl itu, 

BNNl juga mempunyail perwakilan dil daerah Provinsil dan 

Kabupatenl/Kota serbagai instansil vertical, yakni BNNl Provinsi danl 

Kabupaten/lKota.  

d. Untukl lebih memperkokoh lkelembagaan, diatur pulal mengenai seluruhl 

harta kekayaanl atau hartal benda yangl merupakan hasill tindak pidanal 

Narkotika danl Prekursor Narkotikal dan tindakl pidana pencucianl uang 

daril tindak pidanal Narkotika danl Prekursor Narkotikal berdasarkan 

putusanl pengadilan yangl memperoleh kekuatanl hukum tetapl dirampas 

untukl negara danl digunakan untukl kepentingan pelaksanaanl pencegahan 

danl pemberantasan penyalahgunaanl perdaran gelap Narkotikal dan 

Prekursorl Narkotika danl upaya rehabilitasil medis danl sosial. 

e. Untukl mencegah danl memberantas peredaran gelap danl penyalahgunaan 

Narkotika danl Prekursor Narkotikal yang modusl operandinya semakinl hari 



 

 

43

semakin canggih dalaml undang-undangl ini jugal telah diatur mengenail 

perluasan teknikl penyidikan dan penyadapanl (wiretapping), teknikl 

pembelian terselubungl (under coverl buy) danl teknik penyerahanl yang di 

awasi (controlledl delivery) serta teknikl penyidikan lainnyal guna melacakl 

dan mengungkapl penyalahguna dan prederan gelapl Narkotika danl 

Prekursor lNarkotika. 

f. Dalaml rangka mencegahl dan memberantasl penyalahgunaan danl 

peredaran gelapl Narkotika danl prekursor Narkotikal yang dilakukanl secra 

terorganisasi danl memiliki jaringanl yang sangat luasl melampaui batasl 

negara, dalaml undang-undangl ini telah diaturl mengenai kerjal sama baikl 

bilateral maupunl internasional. 

g. Dalaml undang-undangl ini telah diaturl pula peran sertal masyarakat dalaml 

usaha pencegahanl dan pemberantasanl penyalahgunaan Narkotikal dan 

prekursorl Narkotika termasukl pemberian penghargaanl bagi seseorang 

masyarakatl yangl telah berjasal dalaml upayal pencegahan danl 

pemberantasanl penyalahgunaanl dan peredaranl gelap Narkotikal danl 

Prekursor lNarkotika.39 

Pemberantasanl dan penyalahgunaanl narkotika secaral komprehensif 

tataranl dari berbagail perspektif ilmul tersebut dil atas, jugal ditunjang denganl 

pemberantasan penyalahgunaanl narkotika dapatl dilakukan sesuail dengan 

kajianl epidemologi dan letiologi. Kajian epidemologi danl etiologi mengenail 

Penyalahgunaan Narkotikal menunjukkan bahwal penyalagunaan narkotika 
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terjadil akibat interaksil dan beberapa faktor di antaranya yaitu: individu, 

kepribadian dan sosial dan ketiganya merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi.  

Pemberantasanl primer ditunjukan kepadal pemberian informasil dan 

Pendidikanl kepada lindividu, kelompok, atau komunitasl atau masyarakatl luas 

yangl belum tandal-tanda adanyal kasus tindakl pidana lnarkotika, meliputi 

kegiatanl alternatif untukl menghindakan individu, kelompokl atau komunitasl 

dari tindakl pidana narkotikal serta memperkuatl kemampuannya untukl 

menolak lnarkotika. Pemberantasan sekunderl ditunjukan kepada pemberianl 

informasi danl Pendidikan kepadal individu, lkelompok, komunitas ataul 

masyarakat luasl yang beluml tanda-tandal adanya kasusl tindak pidanal 

narkotika, meliputil kegiatan alternatifl untuk menghindarkanl individu, 

kelompokl atau komunitas ataul masyarakat luasl yang rentanl terhadap ataul 

telah menunjukkanl adanya gejalal kasus tindakl pidana lnarkotika, melalui 

Pendidikanl dan konselingl kepada merekal yang sudahl mencoba-cobal 

menggunakan lnarkotika, agar merekal menghentikan danl mengikuti perilakul 

yang lebihl sehat. Pemberantasanl tertier, pencegahanl yang ditujukanl kepada 

merekal yang sudahl menjadi pemakai biasal (habitual) ataul yang telahl 

menderita lketergantungan, melalui pelayananl perawatan, rehabilitasil dan 

pemulihanl serta pelayananl untuk menjagal agar tidakl terjadi kembali maka 

dengan begitu semuanya dapat diatasi dengan baik dan kedepanya mereka 

                                                                                                                                      
39 Kaligis, O.C. & Dirjosisworo, Soedjono, Narkoba dan Peradilan di Indonesia, 

Reformasi Hukum Pidan Melalui Perundang-undangan dan Peradilan, Kaligis Associates, 2006, 
hlm. 25. 
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tidak lagi mau menggunakan barang haram yang dapat merusak otak dan masa 

depannya. 
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